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Kepemilikan atas sebuah perseroan terbatas yakni dibuktikan dengan lembar saham
yang dimiliki pemegang saham yang tertera pada daftar pemegang saham. Semakin
berkembangnya dunia bisnis, saham mampu di miliki oleh perseorangan yakni
pemilik manfaat yang memiliki pengaruh penuh terhadap kebijakan atas sebuah
perseroan terbatas yang dimilikinya. Pemilik manfaat sendiri memang belum diatur
secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas sebagai payung hukum dari perseroan terbatas itu sendiri.

Peran dari Pemilik Manfaat yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana
pencucian uang dengan menggunakan perseroan terbatas sendiri dengan berusaha
untuk memanfaatkan dari struktur organisasi yang tersembunyi dan sangat sulit
dilacak keberadaanya, Pemilik manfaat yang melakukan upaya dalam pencucian
uang yang dihasilkan dari harta yang tidak sah. Yang kemudian dalam hal ini
Pemilik manfaat perlu dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah
diperbuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang dan juga Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Beneficial Owner, Pencucian Uang, Perseroan Terbatas.
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ABSTRAK

Analisis Peran Beneficial Ownership Yang Melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas

Oleh

Wahyu Yuliansyah

Ownership of a limited liability company is proven by the shares owned by the
shareholders listed on the shareholder register. As the business world continues to
develop, shares can be owned by individuals, namely beneficial owners who have
full influence over the policies of the limited liability company they own. The
beneficial owners themselves have not been explicitly regulated in Law Number 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies as the legal umbrella for the
limited liability company itself.

The role of the beneficial owner who is legally proven to have committed a criminal
act of money laundering using his own limited liability company by trying to take
advantage of a hidden organizational structure and its existence is very difficult to
trace. The beneficial owner who makes efforts to launder money generated from
illegal assets. Then, in this case, the beneficial owners need to be held accountable
for what they have done in accordance with the provisions of Law Number 8 of
2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and also
the Criminal Code.

Keywords: Beneficial Owner, Money Laundry, Limited Liability Company
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l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan terhadap ekonomi melahirkan sebuah bentuk dari perwujudan yang ingin
dilakukan guna kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada sila terakhir dari
pancasila serta memakmurkan bangsa sesuai dengan yang tertuang didalam UUD
1945.

Hal ini berimplikasi kepada kemajuan dunia bisnis di Indonesia terkhusus saat ini
amat sangat lengkap. Oleh sebab itu, akan sangat memungkinkan terjadinya
permasalahan yang timbul akibat perkembangan dunia usaha yang ada. Salah satu
masalah  dimungkinkan terjadi dan muncul di dunia usaha yakni terkait

permasalahan terkait pemilik manfaat pada suatu perseroan terbatas.

Kejahatan Ekonomi akhir-akhir ini selalu melibatkan penyalahgunaan perseroan
terbatas terutama kejahatan tindak pidana korupsi dengan memakai fasilitas bisnis
yang menggunakan media dana tunai dan cara sah lainnya guna memanfaatkan

Perusahaan sebagai modus operandi dari perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum ini biasanya menggunakan alat sebagai sarana untuk
melancarkan perbuatan tersebut, seperti Yayasan, Perseroan, CV, Firma dan
sejenisnya. Sebagai contoh yaitu Perseroan yang lebih dikenal dengan Perseroan
Terbatas, seringkali dipakai sebagai alat bagi mereka yang memanfaatkan dengan
berbuat perbuatan pidana guna menutupi dan menyembunyikan jati diri pelaku dan
hasil dari perbuatannya. Amat sangat sulit untuk ditemukannya Beneficial Owner
disebabkan memiliki struktur kepunyaan saham dengan kompleks sehingga



tersusun atas pemain-pemain yang sering disebut penjahat berkerah putih atau
dalam bahasa Inggris disebut (white color crimes).

Kepunyaan saham pada perseroan, tidak hanya dimiliki secara real dari pemegang
saham, dilaksanakan juga pada bentuk Nominee tidak hanya dimiliki secara real
dari pemegang saham, dilaksanakan juga pada bentuk Nominee yang selayaknya.
Nominee ialah manusia atau orang yang dipilih secara privat yang berlaku
menggunakan nama orang yang menunjuknya (beneficiary) guna dapat berbuat
sebuah tindakan dan tindakan hukum lainnya. Nominee mampu dipilih guna
melaksanakan perbuatan-perbuatan legal seperti, pemilik tanah, pemilik terhadap
sebuah perseroan, pemilik atas suatu hak kebendaan dan lain sebagainya.’

Keadaan yang berbanding terbalik, justru timbul atas kepunyaan saham belum
diatur tempat pemiliknya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, yang selepasnya disebut UUPT, yakni dijadikan sebagai
Beneficial Owner atau di Indonesia dikenal dengan Pemilik Manfaat. Dalam
keberjalannya Beneficial Owner Sangat sulit dilacak dimana keberadannya hal ini
disebabkan Beneficial Owner tersembunyi dalam struktur kepemilikan perseroan
yang kompleks, menyebabkan tidak terdeteksi oleh hukum. Perihal semacam ini
dapat menyebabkan permasalahan terfokus kesusahan dalam menentukan sanksi
dan pertanggungjawaban pada penyelesaian perkara pidana pencucian uang yang
diperbuat oleh Beneficial Owner itu sendiri. Selain dari pada itu, Keterbukaan
Beneficial Owner dalam perseroan sangat penting dilaksanakan mengingat selama
ini pengertian pada wakil perseroan itu diserupakan dengan pengertian Beneficial
Owner yang dengan realitanya berbanding dalam pelaksanaanya.

Setelah disahkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip
Menandai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, yang
saat ini disebut Perpres Nomor 13 Tahun 2018, dimana terdapat penjelasan terkait

! Tanjaya Hendrik, Tinjauan Yuridis Terhadap Stuktur Nominee Pemegang Saham dalam Suatu
Perseroan Terbatas. Media Publications. 2018. him. 1 diakses pada 22 September 2023 dari https://
medianeliti.com/media/publications/161127-none.pdf.



Beneficial Owner yakni individu yang memilih atau memberhentikan Pimpinan
Pomisaris, Direksi, Jajaran Organisasi, penasehat atau pengawas korporasi,
mempunyai kemampuan guna mengatur korporasi, berwenang terhadap penerima
manfaat yang berasal dari perseroan baik secara real ataupun tidak real, adalah

kepunyaan sebetulnya terhadap harta atau saham perusahaan.

Kejelasan segala bentuk pengetahuan Beneficial Owner tidak sebata pada sebuah
perkara Panama Paper yang mana pada kasus ini lembaga bewenang di Panama
berhasil membongkar dan menemukan kurang lebih 111,5 juta file database
perusahaan yang dilakukan oleh Mossack Fonseca yang mana perusahaan-
perusahaan melakukan praktik pencucian uang di negara Panama, selanjutnya
menjadi bagian atas adanya usaha guna berbuat penemuan pemilik manfaat
sebetulnya memiliki background pejabat, pengusaha serta politisi.> pemberitahuan
pada National Risk Assesment pada tahun 2015 mendefinisikan bahwa pasar modal
dengan kepunyaan saham mempunyai ketidakpastian yang sangat tinggi guna

menjadi alat bagi orang yang melakukan perbuatan pencucian uang dinegara ini.?

Mengacu pada informasi Global Financial Integrity tahun 2014, Indonesia
menduduki posisi ke-7 dari 10 negara yang mana memiliki tingkat paling tinggi
dalam proses aliran uang panas illicit financial flow/IFF) tertinggi diseluruh benua.
Di Indonesia sendiri aliran uang panas sendiri menyentuh angka US$187.884 juta
atau setara dengan Rp.169 triliun per tahunnya. Pada tahun yang sama angka alirang
uang panas di Indonesia diproyeksikan menyentuh Rp227,7 triliun atau sekitar
sebelas koma tujuh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan.
Kemudian pada bidang pertambangan, diproyeksikan Rp23,89 triliun, sebanyak
21,33 triliun bersumber dari trade missinvoicing, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang
panas/hot money narrow. Sehingga Indonesia mengalami kerugian yang telah
diproyeksikan sebesar US$18,071 juta/tahunnya.*

ZIC1J Rilis Dokumen Panama Babak Dua, https:/www.voaindonesia.com/icij-rilis-panama-papers-
babak-dua/3322323.html, Diakses pada 26 September 2023. Pukul 13.35 wib.

3 Agency Inter Working Group NRA Indonesia, Indonesia Money Laundring Risk Assessment 2015
(NRA on ML), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, him.69

4 J.H,Dicky. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia, Jurnal limu
Sosial dan Pendidikan. 2020, 4.(4). him. 2




Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia bergabung dengan Finance Action task
Force (FATF) Sebagai Organisasi Internasional dari berbagai negara dibentuk sejak
tahun 1989, yang didirikan akibat dari adanya amanat dari seluruh negara yang
tergabung G7 (Saat ini G20) guna menentukan usaha-usaha dalam memusnahkan
terhadap pencucian uang pada tingkat internasional yang membahayakan integritas

dari sistem keuangan Internasional.®

Pada pelaksanaannya media status Beneficial Owner, cenderung memanfaatkan
penggunaan kendaraan Perseroan Terbatas dalam melaksanakan praktik Tindak
Pidana Pencucian Uang dengan menyamarkan statusnya menggunakan hubungan
tertentu, sementara dorongan guna keterbukaan Beneficial Owner terjadi ambang
diseluruh dunia termasuk juga Indonesia. Secara khusus Indonesia telah melewati
berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, |,
Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK, kemudian Pusat Pelaporan
Analis Transaksi Keuangan atau sering disebut dengan PPATK serta Komisi
Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin mengarahkan tranparansi kepada

Beneficial Owner (Pemilik Manfaat).®

Pengungkapan kepemilikan manfaat pada badan hukum terutama suatu perseroan
di negara ini terutama pada lembaga dimaksudkan untuk mampu dilacak terhadap
perorangan atau individu di balik lembaga tersebut. Sejauh di negara ini marak
sekali upaya-upaya kotor yang diperbuat terhadap orang-orang dibalik lembaga
guna menutupi dan menyamarkan harta kekayaannya. Dengan keharusan
mengungkap Beneficial Owner, Direktorat Pajak mampu memanfaatkan datanya
guna meminimalisis usaha keharusan pajak menarik langkah dari kewajiban mereka.
keharusan pajak ini adalah sebagian penyebab terhadap pemilik manfaat guna
mengaburkan dan menuntaskan tali kepemilikan guna menghindari dari keharusan

membayar pajak yang dimilikinya.

5 Kamilah Anita. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial
Ownership) dalam korporasi. Indonesia R Summit. 2020. 1 (1). him 2

6 Keterbukaan Beneficial Owner Pada Perseroan terbatas. https:/kliklegal.com/korporasi-
didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownerhip/, diakses pada 27 September 2023
pukul 13.21.



https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownerhip/
https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownerhip/

Pengungkapan Beneficial Owner dalam korporasi menggunakan pencarian
terhadap kepemilikan manfaat yang berdasarkan dengan berkas yang tercatat pada
sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Ham kerapkali
tidak memberikan solusi. Legal entity mampu didapatkan dari AHU itu kurang
terpenuhi dan sebatas tertembus pada layer e dan ke-4, Walaupun tidak mampu
menemukan Perseroan Terbatas atas kepastian hukum yang berada diluar

kedudukan negara semacam negara yang berada dalam kawasan tax haven.’

Praktik penggunaan uang melalui Beneficial Owner Tersebut, pada realisasinya
condong berbuat tindak pidana pencucian terhadap uang hasil dari tindak pidana
dengan menggunakan media perseroan yang berusaha menutupi dan menyamarkan
identitasanya dengan ikatan-ikatan tertentu, sementara desakan guna keterbukaan
informasi terkait Beneficial Owner telah berjalan hampir diseluruh bagian dari
negara yang terhimpun dalam G-20, dengan diketahui bahwasannya Indonesia
terdaftar didalamnya guna memberantas dan juga mencegah tindakan pencucian

uang dilaksanakan oleh negara yang memiliki suaka pajak.

Adapun skema Beneficial Owner di Indonesia sendiri sudah dilakukan praktiknya
pada penyelesaian kasus korupsi di Indonesia, salah satu tokohnya yakni Nazarudin
yang merupakan bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI). Nazarudin yang diketahui melakukan pembelian saham pada beberapa
jenis aset dari perseroan atau perusahaan dengan memanfaatkan uang dari tindak
pidana korupsi yang diperbuatnya atas sarana perseroan yang bermitra dengan
Group Permai. Dimana dalam hal ini hubungan dengan Beneficial Owner yakni saat
seorang pemegang saham yakni pemilik manfaat yang sebetulnya atas suatu
korporasi yang mengendalikan perusahaan yang telah dimiliki oleh koleganya.
Keberadaaan Beneficial Owner sendiri dikategorikan dan terbagi dua yakni mampu
terdata secara langsung didalam struktur organisasi ataupun tidak terdata secara

langsung.

7 Penemuan Beneficial Owner “Pintu Masuk” Kejar Perseroan Penghindar pajak
https://www.hukumonline.com/berita/baca/It59315073bc40e/pengungkapan-ibeneficial-owner-i-
pintu-masuk-kerjar-korporasi-penghindar-pajak. Diakses pada 28 September 2023.



Konsep Beneficial Owner yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam
Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan
Tindak Pidana Terorisme berangkat dari konsep Beneficial Owner yang diatur
dalam Financial Action Task Force (FATF).

Praktik atas pemanfaatan Beneficial Owner ini, Pada Realitanya cendurung berbuat
perbuatan pencucian uang menggunakan perseroan dengan menyamarkan dan
menyembunyikan statusnya dengan alibi ikatan-ikatan tertentu, akantetapi
keinginan dalam keterbukaan Beneficial Owner telah dilakukan dihampir di
seluruh bagian di dunia yang tergabung dalam G-20, yang mana negara Indonesia
pun tergabung kedalamnya guna mencegah dan memberantas praktik pencucian

uang yang dilakukan di negara-negara suaka pajak.

Mengacu kepada penjelasan dan uraian diatas dengan permasalahan yang ada, maka
peneliti daat mengambil judul penelitian yakni “Analisis Peran Beneficial
Ownership Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perseroan

Terbatas”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian
1.2.1 Permasalahan

a. Bagaimana Peran Beneficial Owner dalam Perseroan Terbatas Dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang?

b. Apakah Sanksi bagi Beneficial Owner yang Melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang?

1.2.2 Ruang Lingkup

Pada penulisan skripsi ini mencakup ruang lingkup, Objek, Substansi, serta tempat

penelitian. Adapun ruang lingkup subtansi mengenai pada hukum pidana materiil

dan formil, sementara objek penelitian mengenai “Analisis Peran Beneficial

Ownership yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada perseroan terbatas”.

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian



Mengacu kepada permasalahan diatas, dengan ini penelitian ini diharapkan:

a. Mengetahui bagaimana Peran Beneficial Owner yang melakukan Tindak
Pidana Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas?.

b. Mengetahui apakah Sanksi bagi Beneficial Owner yang Melakukan Tindak
Pidana Pencucian Uang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teori

Hasil dan penelitian ini diinginkan menyumbang pada perluasan pemahaman serta
ilmu dalam kemajuan ilmu hukum pidana terfokus pada ranah yang berkaitan
dengan Beneficial Owner yang melakukan tindak pidana pencucian uang pada
perseroan terbatas.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dan penelitian ini diinginkan mampu menyumbang kontribusi yang berguna
serta wawasan positif pada Beneficial Ownership yang melakukan tindak pidana

pencucian uang pada perseroan terbatas.

1.4 Kerangka Teori Dan Konseptual

Kerangka teoritis merupakan serangkaian konsep yang pada hakikanya digunakan
sebagai rujukan dalam mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dirasa sesuai
dengan konsep penelitian. Gagasan-gagasan ini merupakan buah dari representasi

intelektual terhadap pemikiran atau referensi yang ada.®

1.4.1 Teori Pemidanaan

Hukum pidana adalah sebuah salah satu unsur hukum yang umunya. Hukum pidana
muncul guna menjatuhkan hukuman terhadap semua orang atau subjek hukum yang
berbuat kejahatan. Ketika membahas terkait hukum pidana tentunya tidak terlepas
oleh sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya penjatuhan sanksi pidana
atau dikenal dengan pemidanaan. Pidana secara luas diartikan sebagai aturan

berbeda dengan pemidanaan di artikan dengan sebuah penghukuman.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum Edisi Revisi. Ul Press. Jakarta. 2014, him. 101



Konsep penjatuhan pidana merupakan suatu unsur yang urgent didalam hukum
pidana mempu dimaknai demikian sebab pemidanaan adalah ujung dari
serangkaian upaya dari mempertanggungjawabkan subjek hukum yang dinyatakan
terbukti secara sah berbuat suatu unsur pidana. Suatu hukum pidana dengan tidak
memiliki pemidanaan mengartikan menjelaskan seseorang terbukti bersalah dengan
tidak adanya dampak yang relevan kepada kesalahannya tersebut. Berdasarkan hal
ini, rancangan terkait kesalahan memiliki dampak yang mempengaruhi terhadap
pemberian pidana dan alur pelakaksanaannya. ® Sudarto berpendapat bahwa
“pemidanaan” merupakan persamaan dari penghukuman. kemudian W.A. Bonger

berpendapat bahwa pemidanaan yakni:

“Memberikan hukuman ialah memberikan suatu nestapa atau penyengsaraan.
Menjatuhkan hukuman sama halnya dengan “Hinaan kesusilaan” yang muncul
akibat tindak pidana itu, yang mana merupakan penjatuhan nestapa. Hukuman pada
dasarnya adalah sebuah tindakan yang dibuat oleh seluruh manusia dengan penuh

kesadaran.

Pada dunia ilmu hukum tradisional, teori dalam pemidanaan terbagi menajdi dua
pemikiran yakni teori absolut dan relatif. Tetap, pada proses keberjalanannya

timbul pemikiran modern yang menjadi pemikiran baru dalam proses pemidanaan.

Adapun hasil dari keseluruhan pemikiran tersebut. Ketiga teori tersebut adalah:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini penderitaan diberikan hanya sebatas sebab subjek hukum sudah
berbuat perbuatan kejahatan atau suatu perbuatan pidana. Pemikiran ini
dikemukakan oleh Hent dan Hegel. Pemikiran Absolut ini dilandaskan pada
pendapat bahwa pidana tidak berprospek guna kepraktisan, sejenis memperbaiki
penjahat akan tetapi pidana adalah keharusan yang tidak dapat ditolak, tidak

sekedar sesuatu yang harus diberikan, akan tetapi dijadikan sebagai kewajiban,

® Chairul Huda, Tiada Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006. hIm.125

10°W. A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen. PT.
Pembangunan, Jakarta.2017. him. 24-25



dalam artian hakikatnya pidana merupakan sebuah pembalasan. Pemikiran absolut
menurut Muladi menyatakan yakni teori absolut adalah penebusan atas perbuatan
yang salah yangsudah diperbuat maka berfokus dengan tindakan serta terdata
terlaksananya perbuatan jahat. Pada pemikiran ini berusaha mengutamakan bahwa
hukuman pada hukum pidana diberikan hanya sebatas karena subjek hukum sudah
berbuat kejahatan yang timbul dampak pasti yang perlu ada guna sebuah
pembalasan terhadap mereka yang berbuat kejahatan maka hukuman ini ditujukan

guna memenuhi pokok keadilan.!

Berdasarkan pemikiran diatas ini, terlihat secara nyata bahwa pidana timbul dari
adanya desakan moral, yang mana seseorang yang berbuat tindak berupa kejahatan
perlu diberikan sanksi dan hukuman itu adalah sebuah kewajiban yang bersifat guna
membuat perangai dari mereka yang melakukan kejahatan yang kemudian
melakukan perbutanelok.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Pemikiran relatif atau kerap disebut pemikiran tujuan, berfokus pada hakikatnya
bahwa pidana sebagai media guna meneggakkan akan tata tertib hukum ditengah-
tengah kehidupan bermasyarakat. Pemikirian ini berbeda dibandingkan dengan
pemikiran absolut, dimana pada dasarnya teorinya merupakan pemberian hukuman
pidana memiliki tujuan guna memperbaiki akhlak dan moral atau mengarahkan
pelaku tindak pidana menjadi tidak melakukan perbuatan berbahaya kembali dan
mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Muladi juga berpendapat
bahwa pemikiran ini penjatuhan hukuman tisak sebagai pembalasan terhadap
perbuatan pelaku akan tetapi sebagai cara guna mencapai tujuan yang bermanfaat

guna menjaga masyarakat sampai kepada kesejahteraan masyarakat.

Pada pemikiran ini mencoba untuk menunjukan tujuan dari penjatuhan hukuman
pidana sebagai cara dalam pencegahan, baik dari pencegahan secara khusus yang

difokuskan bagi pelaku ataupun secara umum yang diberikan kepada masyarakat.

11 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika. Jakarta. 2007. him. 11
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3. Pemikiran Gabungan/Modern

Pemikiran gabungan atau teori modern ini mencoba mendeskripsikan yakni hasil
dari pemidanaan memiliki fokus kepada prular, dimana berusaha untuk
menggabungkan terkait teori relatif dan pemikiran absolute menjadi sebuah
kesatuan pemikiran yang dapat memberikan pemidanaan secara efektif. Pada teori
gabungan ini didalamnya terdapat sebuah karakter yakni pembalasan yang mana
sejauhmana pemidanaan dipandang mampu sebagai sebuah protes moral dalam
upaya memperbaiki perbuatan yang salah. Akan tetapi, tujuan karakternya tertuju
pada gagasan yakni berfokus kepada protes moral atau dalam artian sebuah
reformasi atau suatu perubahan terhadap tindakan atau perilaku orang yang

melakukan perbuatan pidana dikemudian hari.

Teori ini dikemukakan dan dicetuskan oleh Prins, van Hummel, Van List dengan

pandangan yaitu:*2

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas perbuatan jahat yangmana
menjadi fenomena dalam masyarakat.

2. Pada cabang ilmu hukum pidana serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan
hukum pidana perlulah mencermati hasil pemikiran sosiologis dan juga
antropologi.

3. Pidana merupakan etimologi dari yang sangat efektif yang mampu
diaplikasikan pemerintah guna menanggulangi dan memberantas tindak
kejahatan. Pidana tidak hanya satu-satunya cara dalam memberantas tindak
kejahatan, maka dari itu pidana tidak disarankan untuk digunakan secara
langsung, tetapi perlu dikolaborasikan dengan upaya yang terjadi di lingkungan

sosialnya.

12 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana,
Liberty, Yogyakarta, 1988. him.47
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Dari ketiga pendapat ini menunjukan bahwa pemikiran ini menyaratkan hendaknya
penjatuhan hukum pidana itu perlu adanya nestapa untuk jasmani dan psikologi

serta yang terpenting ialah menjatuhkan hukuman pidana adalah pendidikan.

1.4.2 Teori Peran

Teori Peran menurut Biddel dan Thomas membagi penjelasan mengenai teori peran
menjadi empat golongan yakni: a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam
interaksi sosial. b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. ¢) kedudukan

orang-orang dalam perilaku dan d) kaitan antara orang dan perilaku.

Peran adalah segi yang bergerak secara teratur pada kedudukan terhadap sesuatu.
Apabila seseorang berbuat sesuai dangan hak dan kewajiban selaras terhadap
kondisinya, dari situlah seseorang disebut menjalankan sebuah peran.®* Pemikiran
peran ini diutarakan oleh Khantz dan kahn yang diambil pada buku Sosiologi
sebagai pengantar. Pemikiran peran menitikberatkan pada pemikiran perseorangan
yang menjadi aktor sosial yang memahami sejalan dengan kedudukan yang
ditempatinya pada sektor lingkungan kerja dalam masyarakat. Kemudian pemikiran
terkait teori peran ini berusaha untuk mendeskripsikan interaksi dari individu
dengan individu, individu dengan organisasi, serta berfokus kepada peran mereka

masing-masing.

Tiap-tiap Peran ialah seluruh hak, harapan moral dan kewajiban terhadap tindakan
seroang guna melawan dan melengkapi peranannya. Karakter ini dilandasi pada
penelitian bahwa individu berperilaku sesuai terhadap apa yang mampu dilakukan,
dan juga perilaku perseroangan merupakan kondiri tertentu mengacu pada
kedudukan sosial dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan ini
mereka berpendapat bahwa suatu bagian dalam kelompok mampu memberikan

dampak bagi setiap orang terkait dengan perilaku peran yang mereka jalankan.

Maka dengan ini, hubungan antara teori peran dan penelitian ini selaras terhadap

tujuan penulis secara luas, yang mana penulis ingin memandang peran dari

13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebagai Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
him. 267
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Beneficial Ownership yang melakukan tindak pidana korupsi pada perseroan
terbatas. Mengacu kepada pemikiran ini yangmana keharusan yang perlu dilakukan
bagi seseorang yakni mempunyai keadaan pada moral tertentu dimana pun ia berada

dan mengikuti regulasi-regulasi atau norma yang berlaku.

1.4.3 Konseptual

Teori Konseptual merupakan alur dari bermacam-macam pemikiran yang
membentuk fokus penelitian pada saat melakukan penelitian'*. Terdapat batasan-
batasan penjelasan dan terminologi yang akan dilakukan dalam menulis penelitian
ini yaitu:

a. Analisis

Analisis merupakan serangkaian kegiatan meneliti, menandang, mengamati,
menjelaskan, menjabarkan dan menyusun ulang terhadap objek dengan
memanfaatkan parameter hukum sebagai alat khusus dalam mengambil sebuah
kesimpulan terhadap objek penelitian hukum?®®.

b. Beneficial Owner

Beneficial Owner merupakan pemegang hak yang sebetulnya dengan pendapatan
seperti keuntungan berupa dividen, keuntungan berupa royalti dan bunga ataupun
pembayaran pajak badan usaha, yang memiliki wewenang dan hak sepenuhnya
guna menikmati secara langsung manfaat dari pendapatan dan penghasilan yang
ada.

c. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai subjek yang berbentuk badan hukum
yang dalam artian mampu mengikatkan dari dan mampu melakukan perbuatan
hukum tertentu sebagaimana mestinya dan mampu mempunyai nilai aset atau
hutang yang dipertanggungjawabkan. Terbentuknya Persroan sendiri mengacu
kepada timbulnya perjanjian.

d. Tindak Pidana

14 Soerjono Soekanto, Op.Cit, him. 103
15 Kamus Hukum, “Analisis Yuridis”, PT Zhamrawut Corps Indonesia. 2019
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Tindak pidana mampu dimaksudkan menjadi tindakan yang meremehkan hukum
pidana ketika sudah diperbuat dalam unsur kesadaran atau tidak terhadap
seseroang yang mampu dimintakan pertanggungjawabannya terhadap
perbuatannya dan langsung undang-undang hukum pidana sudah diterangkan
sebagai suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman pidana.

e. Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan usaha melakukan tindakan guna menutupi,
menyamarkan, menyembuyikan, memutarkan Awalmula dari kekayaan yang
disimpan dari hasil perbuatan pidana dari bermacam-macam transaksi sehingga
harta yang tidak benar tersebut seakan-akan kekayaan tersebut tampak seperti

kekayaan yang sah dan tidak terlihat bahwa harta tersebut harta hasil tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan adalah sebuah alur tertentu yang berasal pada aspek-
aspek yang merupakan sebuah himpunan pada penulisan dengan tujuan guna
menemukan kesimpulan dengan menyeluruh dari hasil pengamatan pada penulisan
ini. Penulis berusaha memaparkan penulisan ini dengan sistematika yang diuraikan

dibawah ini:

I. PENDAHULUAN
Pendahuluan adalah sebuah bagian yang berisikan awal mula permasahalahan,
pokok permasalahan, ruang lingkup, pembatasan masalah, manfaat terhadap
penelitian, kerangka pikir atau kerangka teoritis serta konseptual dan diakhiri
dengan sistematika penulisan.

I1. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka adalah suatu bagian terkait penjelasan pendukung yang
berusaha memisahkan terkait penjelasan-penjelasan umum pada unsur pokok
pembahasan yang berisi tinjauan umum berupa Analisis Peran Beneficial
Ownerhip yang berbuat perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada
Perseroan Terbatas.

I1l. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah bagian yang berusaha menjelaskan terkait

permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara tersusun, dengan
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mencakup pendekatan terkait permasalahan, jenis data, sumber, tata cara
penghimpinan dan pengolahan data, yang kemudian diakhiri dengan analisis
terhadap data yang sudah dihimpun dan diolah tersebut. Maka dengan hal ini,
diperlukan suatu metode yang komperhensif dan efektif sehingga hasil yang
didapatkan pada penelitian dan pengamatan mampu dipertanggungjawabkan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan hasil atas penelitian yang diuraikan adalah sebuah bagian yang
bermuatan terkait pembahasan yang menjelaskan dari hasil pengamatan dan
penelitian terkait Analisis Peran Beneficial Ownership yang Melakukan Tindak
Pencucian Uang Pada Perseroan Terbatas.

PENUTUP

Berisi Tentang Simpulan dan saran penulis dalam melakukan penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Beneficial Owner

Teori Beneficial Ownership pada Sejarah Hukum Global awal mula digunakan
sejak tahun 1966 pada aturan kesepakatan penghindaran pajak berganda (P3B)
yakni hubungan negara Inggris dan Negara Paman Sam, yangmana diatur terkait
Beneficial Owner, nominee serta agen dikenai aturan pembayaran di Inggris, akan
tetapi guna mereka yang mendapatkan keuntungan nomine dikenai regulasi tax
treaty (kesepakatan pajak). Sebutan kepunyaan yang memberikan benefit

awalmula negara yang mempublikasikannya yakni Negara Inggris.®

Terkait Beneficial Owneradalah terminologi pada tatanan hukum Common Law.
Pada sistem ini, ada dua ciri kepunyaan terhadap suatu asset, yakni secara Legal
dan Beneficial. Kesatu kepemilikan secarah sah dimata hukum adalah bilamana
suatu kepemilikan mampu dipindahtangankan, dicatat serta didaftarkan
menggunakan nama pihak tertentu. Kemudian yang kedua mampu melewati
wujud Beneficial Owner, yang mana condong lebih mendeskripsikan ragam
kepunyaan terhadap suatu pihak dengan sah terhadap pemakaian serta nilai guna
pada asset walaupun golongan itu tidak mempunyai kepemilikan yang sah dimata
hukum.'” Terdapat dua terminologi kepemilikan dalam sistem hukum Common

Law yakni kepemilikan secara sah dimata hukum (legal Ownership) dan

16 The World bank — UNDODC, “The Puppet Masters How to Corrupt Use Legal Structures to Hide
Stolen Assets and What to DO About It”. 2011. hlm. 18
7 R. Arja Sadjiarto & Anthony Tiono, “penentuan Beneficial Owner Guna Mencegah

Penyalahgunaan Kesepakatan Penghindaran Pajak Berganda” Tax and Accounting Review, Vol.3
No.2 .2013. him.3
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kepunyaan terhadap manfaat (Beneficial Ownership). Pada tatanan hukum ini pula
menjabarkan bahwa Beneficial Owner adalah golongan yang telah melengkapi
ketentuan tertentu yang menjadi pemilik dengan tidak adanya kewajiban atas

suatu kesaksian kepemilikan dari perspektif yang sah dimata hukum.

Berbeda dengan Indonesia, awal mula pengertian Beneficial Owner mulai dikenal
pada ketentuan Pasal Modal dan Perpajakan. Dengan adanya Surat Edaran
Direktur jendral Pajak SE-04/PJ.34/2005 mengenai arahan penetapan kualifikasi
“Beneficial Owner”. Maka dari situlah, Pimpinan Jendral Pajak melihat harus
memaparkan penjelasan guna menciptakan kapasitas hukum terkait penjelasan
dan kualifikasi terkait “Beneficial Owner” yakni: Beneficial Owner merupakan
pemegang hak yang sebetulnya atas pendapatan seperti keuntungan, bunga,
deviden serta Royalti baik keharusan pajak individu ataupun keharusan pajak
lembaga, yang memiliki wewenang dan hak sepenuhnya guna menikmati secara
langsung manfaat dari pendapatan dan penghasilan yang ada. Selanjutnya Vogel
mencoba menjelaskan mengenai Beneficial Owner yang terdapat dalam bukunya
yang berjudul Bunga Rempai Perpajakan yang terbit pada tahun 2007, Beneficial
Owner dijelaskan menjadi apa orang yang memiliki hak guna menetapkan dalam
suatu modal dan harta kekayaan perlu digunakan untuk individu lain, atau
menetapkan seberapa benefit terhadap modal serta harta tersebut digunakan.
Kemudian dalam pandangan Herman LJ Beneficial Owner ialah kepunyaan yang
tidak sebatas terdata pada administrasi hukum sebagai pemilik, akan tetapi
mempunyai hak guna menentukan arah kebijakan yang hendak dilaksanakan pada

hal yang dimiliknya.8

Pada keberjalannya di Indonesia penjelasan terkait teori stuktur kepemilikan
saham atas Beneficial Owner tidak dibolehkan secara hukum di Indonesia, dimulai
saat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal
33 ayat (1) dan (2) dijabarkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan

penanaman modal asing yang berbuat investasi terhadap modal dengan bentuk

18 1bid. him. 3
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perseroan dilarang membentuk kesepakatan dan atau penjelasan yang
memfokuskan bahwa kepemilikan saham pada suatu perusahaan guna dan atas
nama orang lain. Apabila terdapat kesepakatan sejenis itu, oleh sebab itu,

kesepakatan itu dinyatakan tidak sah secara hukum.

Dengan ini, mampu disimpulkan bahwa Beneficial Owner ialah pihak yang
mempunyai kewenangan guna menggunakan harta dan hasil yang muncul dari
harta tersebut, memiliki pengaruh, dan menjamin resiko terhadap kekayaan yang
dimilikinya tanpa harus memiliki pengakuan hukum secara sah. Para Investor ini
mempunyai prosedur yang tidak mampu dihitung jumlahnya guna
menyembunyikan dan menutupi identitas sebetulnya, seperti contoh pada urutan
pemegang saham secara jelas, pemakaian pemilik, penghubung lain dan roda

kendaraan korporasi atau kontrak ekuitas akan membelakangi identitas investor.®

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Penjelasan mengenai Perseroan Terbatas (PT) yang kerap disebut Perseroan yang
awal mulanya disebut dengan sebutan Naamloze Vennootschap (NV). Penjelasan
menganai Perseroan Terbatas mengacu kepada dua suku kata, yakni Perseroan dan
Terbatas, Perseroan mengacu kepada uang awal Perseroan yang tersusun atas
saham-saham. Penjelasan terkait saham adalah sebuah hak atas harta dari
perseroan atau sebuah hak terhadap bagian dari sesuatu terhadap perseroan.?°
Kemudian Terbatas mengacu kepada tanggung jawab oleh pemilik jangkauannya
hanya terfokus pada nilai jumlah lembar saham yang dimiliki.?

Pada sistem legal Inggris Perseroan Terbatas kerap dikenal dengan sebutan
Limited Company. Company berarti sebagai badan usaha yang diselenggarakan
oleh manusia tunggal. Tetapi terdiri dari beberapa orang yeng bersatu atau

berkerjasama dan bergabung dalam satu badan usaha. Limited mengartikan akan

19 Erik Vermeulen. Beneficial Ownership and Control: A. Comparative Study, Disclosure
Information and Enforcement, OECD Corporate Governance Wordking Papers. No.7 Publishing.
2013. him. 11

20 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. him. 197

2l Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan
Yusrisprudensi, Yogyakarta: Total Media, 2009 Cet. Kedua. him. 1
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definitnya tanggung jawab oleh pemilik saham, dalam artian tanggung jawabnya
tidak lebih dari tidak hanya kiasan terhadap harta yang terkumpul pada lembaga

tersebut.

Tidak dapat dipungkiri lagi, Banyaknya kemunculan suatu Perseroan Terbatas
sebagai bagian dari badan usaha dan sarana bagi para pelaku usaha dalam bidang
bisnis di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan pangka usaha yang dirasa
cukup aman dalam upaya bebisnis. Prinsip Liabilitas (liability) resiko yang
“berbatas” dikuasai PT mampu memberikan rasa aman kepada pendirinya, aman
dari kekhawatiran potensi yang mengrogoti harta pribadi menjadi hal biasa dalam

berbinis.?

Perseroan adalah sebuah subjek hukum yang berbentuk lembaga atau perusahan
yang dalam artian mampu mengikatkan dari dan mampu melakukan perbuatan
hukum tertentu sebagaimana mestinya dan mampu mempunyai nilai aset atau
hutang yang dipertanggungjawabkan. Terbentuknya Persroan sendiri mengacu

kepada timbulnya perjanjian.?

Perjanjian yang timbul terhadap pembentukan Perseroan terbatas tidak mampu
diadakan hanya oleh satu orang. Sedikithnya terdapat dua orang pendiri.
Pembentukan sebuah Perseroan Terbatas tidak terlepas dari adanya keinginan
manusia sebagai subjek hukum guna mengembangkan bisnisnya dan
mendapatkan keuntungan/manfaat dari pembentukan perseroan terbatas itu
sendiri. Keistimewaan pada Perseroan Terbatas merupakan terdapat kekayaan

yang terpisah.?

Kedudukan bagi Pemilik manfaat dalam perseroan, yangmana berdasarkan pada
Pasal 4 (1) Perpres No.12 tahun 2018 bahwa orang atau individu yang mempunyai

saham dan hak suara diatas 25% sesuai yang termaktub dalam anggaran dasar. Hal

22 Ahmad Zen Umar Purba, Hukum Dalam Kolom: Kumpulan Tulisan Hukum Kekayaan
Intelektual, Hukum Laut dan Hukum Lingkungan, Jakarta: Tempo Publishing. 2016. him. 27
23 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa. 1987. him.1

24 Paramita Prananingtyas, Hukum Perusahaan, Yoga Pratama, Semarang. 2019. him. 75
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ini mendeskripsikan terkait jabatan Beneficial Owner pada perseroan terbatas

dianggap sebagai pemegang saham.

Saham yang dikuasai oleh Beneficial Owner sebetulnya dijadikan sebagai
petunjuk atau bukti yang sah terhadap kepemilikan sahamnya pada suatu badan
usaha seperti perseroan terbatas. Sebetulnya Beneficial Owner yang bertindak
sebagai pemilik saham mempunyai wewenang guna mengendalikan Perseroan
secara tindak langsung terhadap operasi harian pada perseroan dan juga kebijakan
yang disusun oleh dewan direksi. Berhubung maraknya saham yang diakui oleh
pemilik saham, maka akan bertambah pula hak dan kekuasaan guna mengontrol

yang mampu diperbuatnya dengan kendaraan perseroan.?®

2.1.3 Tinjuan Umum Tentang Pidana

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang menjatuhkan hukuman atau nestapa
kepada seseorang yang mlakukan perbuatan jahat atau kriminal. Kata pidana
merupakan terminologi dari kata Straf yang pada hakikatnyanya disebut sebagai
kesengsaraan dan penedritaan yang sengaja diberikan kepada mereka yang sudah
terbukti secara sah bersalah berbuat kejahatan atau pelanggaran (Tindak Pidana).?®
Hukum pidana dapat menetapkan hukuman terhadap setiap kejahatan hukum yang
diperbuat. Hukuman ini pada hakikatnya adalah penambahan penderitaan dan
kesengsaraan dengan sengaja. Sehingga perlu adanya pembedaan hukum pidana
dengan hukum yang lain.

Menurut sudarto, pidana merupakan sebuah nestapa yang dengan penuh
kesadaran diberikan kepada mereka yang telah berbuat perbuatan yang melanggar
ssuai dengan syarat-syarat pada undang-undang. Pidana mengandung ciri-ciri

sebagai berikut:

a. Merupakan etimologi pemberian nestapa atau penderitaan dari pembalasan lain

yang jauh dari kata menyenangkan.

25 Gunawan Widjaja, Hak Kolektif Pemegang Saham, 2018. him. 69
26 Mulawi dan barda Nawawi Arif, Teori-teori dan Kebijakan Pidana,Bandung, Alumni, 2005.
him. 1
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Pidana dijatuhkan dengan kesengajaan kepada orang lain atau kepada subjek
hukum yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.
Pidana diberikan kepada mereka yang sudah berbuat perbuatan pidana sesuai

dengan yang diatur oleh undang-undang (Asas legalitas).

Pemidanaan ialah suatu cara atau proses guna memberikan penghukuman atau

penderitaan kepada seseorang yang telah berbuat perbuatan kejahatan dan

pelanggaran. Dikatakan kejahatan apabila orang merasa dan menyadari hal tersebut

tentu seharusnya tidak baik dan tertuang pada undang-undang, akantetapi disebut

pelanggaran apabila tindakannya sebatas diatur dan disusun dalam regulasi yang
berlaku (delik hukum).

Pemikiran-pemikiran yang berkenaan atas hasil akhir pemidanaan ialah akan

diuraikan di bawah ini:

a.

Teori Absolute/Pembalasan

Hukum merupakan suatu hal yang wajib ada dengan tujuan dari
pertanggungjawaban atas diperbuatnya tindak kriminal, dengan hal ini mereka
yang salah haruslah dijatuhkan hukuman. Terdapat 3 (tiga) Syarat mengenai
sanksi:

Perbuatan tersebut memang perbuatan kesalahan

Tidak boleh dengan tujuan menyepelekan etika

Beban atas hukuman haruslah seimbang dengan beratnya delik

Teori Tujuan

Bahwa pemberian hukuman berupa penderitaan perlu adanya tujuan yang jelas,
bukannya hanya semata-mata sebagai pertanggungjawabannya saja. Pidana
perlu bersifat mereboisasi atau merahabilitasi serta memperbaiki pelaku
kejahatan. Maka dari itu, pidana lebih menitikberatkan pada bagian pembinaan
agar tidak menanggulangi tindakan buruknya kembali.

Teori gabungan

Teori ini bertujuan guna membuat pelaku sengsara, menanggulangi terjadinya
tindak pidana, merahabilitasi pelaku dan menjaga masyarakat.

Teori restorative Justice
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Pemikiran ini berusaha menitikberatkan kepada keadilan guna memperbaiki
keadaan kepada keadaan awalnya, keadilan atas pemberian hukuman pidana

yang berat terhadap pelaku dan keadilan korban.

Istilah tindak pidana ialah sebuah perkara yang memiliki keterkaitan dengan sebuah
kejahatan atau dalam artian sebuah atau serangkaian penentuan perbuatan subjek
hukum yang awalnya tidak termasuk perbuatan kejahatan menjadi perbuatan pidana,
uraian penentuan ini merupakan sebuah perkara dalam merumuskan tindakan-

tindakan yang berasal dari faktor luar diri manusia.?’

Terminologi perbuatan pidana diperlukan dengan terjemahan pada terminologi
strafbaar feit yang dikenal di Indonesia dengan sebutan delik. Tersusun atas tiga
susu kata yang memiliki arti pidana, mampu dan juga perbuatan. Dimana jika
digabungkan maka suatu perbuatan mampu dimintakan pertanggungjawannya
apabila telah memenuhin unsur-unsur perbuatan kejahatan sesuai dengan rumusan

pasal yang sudah diatur dalam regulasi perundang-undangan yang berlaku.?®

Menurut Pompe, “Strafbaar feit” secara pemikiran mampu diartikan menjadi suatu
kejahatan norma (halangan terhadap tertib hukum) yang dengan kesadaran ataupun
dengan tidak disengaja sudah diperbuat oleh seorang pelaku, yangmana pemberian
kepada pelaku tersebut adalah sebuah keharusan guna terciptanya tertib hukum dan

kepastian dalam keadilan hukum.?

Moeljatno memaparkan perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum yang mana diikuti dengan ancaman (sanksi) yang berbentuk
pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.®® Van Hattum
mencoba untuk menguraikan terkait dengan penjelasan pemidanaan itu sendiri yang
mana pidana adalah sebuah perbuatan yang merupakan akibat setelah orang

melakukan perbuatan atau tindakan yang memang itu dilarang yang kemudian atas

2" Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang Setara Pers, 2016, him.57

2 Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Rajawali Pers, 2018. him.69
29 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung. 2014. him. 97
% 1bid. him. 98
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perbuatannya diancam dengan suatu hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.3!
Mengacu pemaparan diatas dapat disimpulkan bahw tindak pidana merupakan
suatu perbuatan dengan perlawanan teradap sebuah hukum yang diperbuat oleh
mereka yang memiliki akal dan kemampuan dan kemudian dalam perbuatannya
tersebut diikuti dengan sanksi yang tertera sangat jelas dalam peraturan perundang-
undangan yang harus dipertanggungjawabkan.

2.1.4 Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan
pengertian dari pencucian uang adalah semua tindakan yang telah memenuhi butir-
butir tindak pidana sesuai pada ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan
dalam Pasal 1 angka (1).32 Pencucian Uang merupakan serangkain cara yang mana
seseorang mengaburkan, menyembunyikan atau menyamarkan keberadaan, sumber
tidak sah, atau penggunaan ilegal dari pendapatannya guna dianggap secara sah.*
Tindak Pidana Pencucian Uang juga kerap dikenal dengan kejahatan yang
bermakna ganda dan lanjutan (Follow up Crime),3 dengan hal ini, asas dalam
penegakannya adalah tidak hanya sebatas follow the suspect tetapi diikuti dengan
Follow the money..*®

Terhadap hasil dari tindak pidana berbentuk harta kekayaan yang didapatkan dari
tindak pidana asalnya sesuai yang termaktub pada Pasal 2 angka (1) seperti:
Korupsi, Narkotika, Penyuapan, Psikotropika, Penyeledupan Tenaga Kerja,
Penyeludupan Migran, Pada Sektor Perbankan, Bidang Pasar Modal, Pada Sektor
Perasuransian, Cukai, Perdagangan Orang, Perdagangan Senjata Gelap, Terorisme,

Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian,

81Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika. 1997. him. 184

32 Apriliani Arsyad, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal
llmu Hukum 2014. him. 3

33 |wan Kurniawan,, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan
Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, Jurnal limu Hukum. 2020. him.1

% Riyanda Elsera Yozani, Dkk. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang di Indonesia. Jurnal llmu Hukum. 2019. him. 2

3 QOci Senjaya, Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Universitas Singaperbangsa. 2016. him. 6
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Prostitusi, Pada sektor Perpajakan, Pada Sektor Kehutanan, Lingkungan Hidup,
Kelautan dan Perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana

penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (predicate crime) merupakan perbuatan pidana yang melahirkan
(sumber) berlangsungnya tindak pidana pencucian uang.*® Undang No. 8 Tahun
2010 mengklasifikasikan tindak pidana pencucian uang menjadi dua bagian, antara
lain “tindak pidana pencucian uang” sesuai yang diatur dalam Bab Il Pasal 3 hingga
Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian
uang” sesuai yang diatur dalam Bab Il Pasal 11 sampai dengan Pasal 16. Adapun

gambaran umum terdapat 3 mekanisme dalam sistem pencucian uang yakni:

a. Penempatan (Placement)

Pada hal ini adalah berupa hal dengan sangat mudah pada perbuatan pidana
pencucian uang, dimulai dengan cara mereka yang melakukan meletakan dan
menempatkan uang hasil dari tindak pidana atau lebih dikenal dikalangan
masyarakat dengan uang haram ini keadalam sistem perbankan atau pasar modal.
Pada tingkatan ini, berupa uang yang berasal dari kejahatan perlu dilakukan
perubahan guna menutupi dan menyembunyikan darimana uang ini berasal yang
mana uang ini merupakan uang yang tidak sah. Sebagai contoh, hasil yang berasal
dari proses perdagangan narkotika dan obat terlarang yang mana hasil keuangannya
tersusun atas pecahan-pecahan mata uang yang memiliki kapasitas sangat banyak,
kemudian ditukarkan kedalam nomenklatur uang yang lebih besar daripada
sebelumnya, lalu uang itu dimasukan kedalam deposito yang berada pada rekening
bank, yang akhirnya menjadi alat-alat moneter sejenis money order, cheque dan lain

sebagainya.®’

% Muhammad Yusuf,DKkk, lIkhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, Gramedia, Jakarta, 2011. him 97.

37 Muhammad Yusuf, DKk. Ikhtisar penentuan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang. Gramedia. Jakarta. 2011, him. 97
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Maka dari itu, placement merupakan sebuah usaha dalam meletakan dan
menempatkan uang kekyaan yang bersumber dari sebuah tindak kriminal dalam
sistem keuangan. Bentuk aktivitas ini, antara lain:

1. Menempatkan harta pada bank. Sewaktu-waktu aktivitas ini disertakan dengan
pengajuan kredit/pembiayaan;

2. Menyetorkan harta pada bank dan lembaga jasa keuangan yang lain sebagai
pembayaran kredit guna menyamarkan percobaan pemeriksaan;

3. Menyusupkan harta kekayaan dari suatu Negara ke Negara lain;

4. Memberikan bantuan biaya usaha yang seakan-akan sah atau berhubungan
dengan upaya yang sah berbentuk kredit/pembiayaan sehingga menjadikan kas
menjadi kredit/pembiayaan;

5. Mempergunakan uang guna membelanjakan barang-barang berharga yang
bernilai tinggi guna kepentingan pribadi atau sebagai ucapan terimakasih kepada
pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan

lain.

b. Transfer (Layering)

Dalam tahap ini, pelaku berupaya guna memberhentikan atau memutus keterkaitan
uang yang berasal dari tindak kejahatan dari sumbernya, dengan sarana
memindakan atau mengalihkan uang tersebut pada sebuah bank kepada bank yang
lain dalam waktu terus-menerus dan berulang-ulang. Dengan sarana membagi dan
mengaburkan jumlah dari harta tersebut, maka dana ini mampu diberikan melalui
metode jual beli invenstasi, dan alat guna mengirimkan terhadap suatu perusahaan
bayangan yang satu kepada perusahaan boneka lainnya. Para pelaku tindak pidana
ini juga mampu membelanjakan hartanya dalam bursa efek atau alat transportasi
baik laur, darat maupun udara dengan identitas orang lain. Adapun bentuk-bentuk

dari tingkatan ini yaitu:3®

1. Melakukan pengiriman dana pada sebuah kantor bank ke kantor bank yang lain

dan atau antar kawasan/Negara;’

* Ibid, him 40.
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2. Pemakaian simpinan dan pinjaman tunai sebagai jaminan dalam mendukung alur
perpindahan uang yang legal;
3. Mengalihkanyang cash lewati batas Negara, baik menggunakan jaringan

aktivitas usaha yang sah maupun shell company.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (Integration)

Integration merupakan sebuah usaha dengan cara menggunakan harta yang sudah
sukses paa tahap penempatan dan juga pentrantraksian. Pada keadaan ini seakan-
akan harta yang ada seketika berupah menjadi harta yang sah dan bersih serta halal.
Bahkan dapat dijadikan sebagai objek pajak dengan menjadikan uang tersebut
menjadi sah dan halal guna aktivitas bisnis menggunakan metode inventasi pada

saham, pasar modal, bursa efek dan lain sebagainya.

Jadi dalam integration, setelah harta tersebut sudah didapatkan dan selanjutnya
diusahan mekanisme pencuciannya sukses menggunakan metode layering, maka
tingkatan akhirnya adalah membelanjakan hartaitu seakan-akan bersumber dari
uang dingin dan mempu dilakukan dalam transaksi jual beli guna menunjang

aktivitas perekonomian.

2.2 PROFIL INSTANSI
2.2.1 Deskripsi Instansi

PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT)
Lampung Jasa Utama yang kemudian didaftarkan dengan berlandaskan Akta Nomor
01 tanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Agustina S.H.
M.Kn. dan menjadi badan hukum selepas dilakukannya pengesahan oleh Menteri
Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor: AHU-57362.AH.01.01. tanggal 9
Desember 2010.
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2.2.2 Logo Instansi

Gambar 1. Logo PT. Lampung Jasa Utama

2.2.3 Profile dan Lokasi PT. Lampung Jasa Utama

PT Lampung Jasa Utama adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
Lampung yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2010. PT Lampung Jasa
Utama mempunyai bisnis dibidang Konstruksi Properti (Perumahan Subsidi dan
Perumahan Komersil) dan pelayanan jembatan timbang (kerjasama dengan PT.

Pelabuhan Indonesia Il cabang Panjang).

Pada tahun 2021 PT Lampung Jasa Utama melakukan pengembangan usaha ke
berbagai bidang usaha seperti konsultan & konstruksi, transportasi bandara &
Pelabuhan, properti, kawasan industri, pariwisata, energi, migas hulu & hilir,

pertanian, peternakan, dan logistik.
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Gambar 2. Kantor PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

Gambar 2 menunjukkan Kantor PT. Lampung Jasa Utama dengan alamat yaitu JI.
Jend. Sudirman No. 81, Tj. Raya, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung,

Lampung 35213. Gambar 2 menampilkan lokasinya.

2.2.4 Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)
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2.2.5 Visi dan Misi PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)

Visi:

Terciptanya BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang dikelola Secara
Profesional dan Menjadi BUMD Kebanggaan Masyarakat Lampung.

Misi:

1. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan menerima
penugasan-penugasan Pemerintah Provinsi Lampung, serta pemberdayaan
ekonomi dan pelayanan masyarakat.

2. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional, profitable dan
kompeten.

3. Bekerjasama dengan investor sebagai mitra-mitra baik BUMN, swasta
nasional maupun swasta asing.

4. Mengoptimalkan peran PT Lampung Jasa Utama khususnya dalam membantu
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2.6 Jadwal Kerja

Program ini berlangsung selama 5 (lima) hari dalam seminggu sesuai dengan
kalender pemerintah yakni dari hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk jadwal
ditunjukan pada tabel dibawah ini:

Pukul (WIB) Durasi (Menit) Aktivitas
08.00 s.d. 12.00 240 Pagi
13.00 s.d. 17.00 240 Siang

Tabel 1. Jadwal Kerja PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda)



1. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah menurut Abdul Kadir Muhammad, pendekatan masalah adalah
serangkaian upaya dalam penyelesaian sebuah permasalahan dengan tahapan yang
sudah difokuskan sehingga mencapai tujuan daripada sebuah objek yang diteliti.*°
Soerjono soekanto menguraikan bahwa penelitian dengan hukum ialah sebuah
upaya yang dilandaskan akan cara, susunan serta beberapa teori yang berfokus guna
memahami sebuah kendala hukum yang terjadi. °© Adaapun penelitian ini
menggunakan jenis penelitian yang terbagi menjadi 2 jenis pendekatan, yakni
pendekatan yuridis empiris serta yuridis normatif:
1. Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang mencoba menekankan
hukum sebagai digunakan pada penelitian yuridis normatif atau penelitian pada
hukum yang tertulis. Pendekatan pada metode ini dilakukan melalui melihat
secara langsung dalam meneliti hukum serta hal yang dikaji dengan kajian
teoritis yang menyangkut pada asas-asas hukum, lalu perbandingan hukum, dan
terkahir takaran persamaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian
ini.
2. Pendekatan Yuridis Empiris
Pendekatan Yuridis Empiris yaitu sebuah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan suatu aturan serta implementasi ketentuan yang diaplikasikan
pada masyarakat.*! Dalam artian yakni sebuah penelitian yang dikerjakan pada

perihal sebetulnya atau perihal nyata yang dilakukan dilingkungan masyarakat

3% Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditiya Bakti. Bandung,
2004. him. 112

40 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta Ul Press. 2020), him. 22

4 Ibid. him. 134
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dengan tujuan menemukan dan mengetahui apa saja data dan fakta yang
diperlukan, yang kemudian data tersebut terhimpun mengerucut kepada
identifikasi permasalahan yang bermuara pada tujuan terhadap penyelesaian
masalah .*?> Dalam pendekatan ini juga dimaksudkan ialah hukum yang dilihat

sebagai norma atau das sollen.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian saat ini, penulis mencoba untuk memanfaatkan dari dua data yang
mungkin menjadi sumber referensi, yakni:

a. Data Primer

Pada data primer yakni data yang secara langsung ditemukan pada sumber awal
yang berkenaan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan dengan berusaha
berfokus kepada analisis terhadap keputusan serta melakukan wawancara tersusun
pada para pihak yang dibutuhkan seperti praktisi dan akademisi dengan kompeten

yang dimiliki dan sesuai dengan penelitian..

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni sebuah bahan yang berkenaan dengan sumber hukum yang
tidak memiliki ikatan dan berusahah memberikan penjelasan terkait materi hukum
primer yang berasal dari turunan pendapat atau teori dari mereka yang menjadi
pakar hukum serta ahli yang telah memahami dan mempelajari sebuah objek terkait
dengan teliti dan kefokusan yang mendalam. Dimana pada data ini berasal dari studi
kepustakaan berupa jurnal-jurnal, buku-buku, hasil-hasil dari penelitian
sebelumnya, laporan, perundang-undangan dan literatur lainnya serta media
elektronik. “* Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji serta diolah
berdasarkan penggabungan dengan data primer. Adapun jenis dan sumber data yang

digunakan pada penulisan ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yakni:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

42 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika. 2002. him.15
43 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2014 him. 93
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b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

c¢. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu:
Sumber hukum Sekunder penelitian ini menggunakan beberapa buku, kitab, artikel
yangmempunyai hubungan terhadap judul penelitian ini dan juga literatur lainnya

yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ini didapat dan berlandasakan dari bermacam-macam bahan
adapun contohnya yakni pemikiran dari para praktisi dan ahli, dokumentasi juga
beberapa sumber bacaan hukum serta yang berasal dari dunia internet.

3.3 Penentuan Narasumber

Narasumber ialah mereka yang dapat dijadikan sebgai informan dan pengetahuan
pada sebuah peneltian dimana mereka mempunyai kemampuan dan pengetahuan
serta informasi yang diperlukan yang berkaitan pada permasalahan yang hendak
diselesaikan, oleh sebab itu, pada penelitian ini dibutuhkan informan yang mengacu
kepada kriteria yang sesuai dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan oleh
penulis. Penentuan Narasumber bertujuan sebagai data penunjang didalam
penelitian ini, narasumber dalam penelitian mengenai Analisis Peran Beneficial

ownership yang Melakukan Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas. Terdiri dari:

1. Direktur Utama PT. Lampung Jasa Utama 1 Orang
2. Direktur Operasional PT. Lampung Jasa Utama : 1 Orang
Jumlah . 2 orang

3.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data
1. Metode Pengumpulan Data
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Pengumpulan pada data dikerjakan dengan dua metode yaitu berbentuk penelitian

kepustakaan dan juga penelitian secara langsung pada lapangan, yakni:

a. Penelitian dengan metode kepustakaan merupakan serangkaian proses terhadp
perhimpunan data yang dikerjakan dengan proses mencari, mempelajari,
menguji, memahami serta mencatat dan mengambil dari bermacam-macam
sumber berupa bahan bacaan, dokumen, regulasi serta aturan-aturan yang
berlaku sesuai dengan fokus pada penelitian dengan judul Analisis Peran
Beneficial yang Melakukan Pencucian Uang pada Perseroan Terbatas.

b. Penelitian secara langsung atau lapangan ialah sebuah penelitian yang
dikerjakan dengan secara langsung kepada lokasi sesuai dengan penelitian
dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan proses wawancara
yang didapatkan secara langsung berasal dari informan dengan data pada daftar
pertanyaan yang terdapat dialamnya inti-inti yang berkaitan pada permasalahan
dalam penelitian ini sehingga mampu dikembangkan pada saat wawancara

berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data
Hasil Penelitian yang bersumber pada data primer, sekunder dan juga tersier maka

data yang ada kemudian di olah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing yaitu yang didapatkan selanjutnya dicocokkan pada pokok
permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, editing dikerjakan terhadap
data yang telah terhimpun dan diurutkan serta ditarik sesuai dengan data yang
dibutuhkan.

b. pemilihan data yang sudah dilakukan proses editing, kemudian telaah ulang,
guna menemukan data yang telah sesuai dan sudah baik guna mampu
secepatnya disajikan guna kepentingan selanjutnya. Maka dengan ini
diharapkan mampu menaikkan bobot data yang ingin dianalisis.

c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba
mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini

untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
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d. Penyusunan terhadap data yang sudah dipilih selanjutnya ditata dan
ditentuykan pada topik pembahasan dengan tatanan sistematis yang pada

akhirnya mempermudah proses analisis lanjutan.

3.5 Analisis Data

Selepas dikerjakannya pengolahan terhadap data, langkah selanjutnya yakni data
akan dilakukan penganalisaan secara kulitatif, dalam artian hasil dari penelitian
dideskripsikan pada wujud penjelasan dengan struktur uraian yang mudah untuk
dipahami sehingga kesimpulan yang didapatkan menjadi acuan dalam menjawab

pertanyaan pada rumusan masalah yang ada.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Mengacu pada hasil dari penelitian terkait permasalahan dan kemudian dijabarkan

pada bagian pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka kesimpulan yang

didapatkan pada pembahasan terhadap permasalahan yang ada yaitu:

1. Beneficial Ownership memiliki peran yang sangat penting didalam sebuah
kebijakan Perseroan Terbatas yang mana Beneficial Owner ini sebagai pemilik
manfaat dengan wewenang seperti dapat memberhentikan Komisaris, Direksi

dan juga pegawai yang menjadi bagian dari perseroan yang dimilikinya.

Terkait modus operandi yang kerap digunakan oleh Benefical Owner dalam
upaya melakukan pengaburan, penyamaran, dan mengolah uang hasil perbuatan
kejahatan yang dijadikan seolah-olah uang tersebut bermula pada. hasil yang
sah, salah satu modus operandi yang kerap digunakan yakni, Pembelian Saham
pada Bursa Efek, membuat perusahaan boneka/fiktif, melakukan pembelian

berlian, perhiasan, aset seperti tanah, kendaraan dan lain sebagainya

2. Saksi yang dapat dijatuhkan kepada Beneficial Ownership apabila terbukti
melakukan tindak pidana pencucian uang yakni dapat dikenakan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian dapat di Juncto dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana pada tindak pidana penyertaan.
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5.2 Saran
Mengacu pada hasil dari penelitian terkait permasalahan yang kemudian diuraikan

pada bagian pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka saran yang

didapatkan pada pembahasan terhadap permasalahan yang ada yaitu;

1. Dalam melakukan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas perlu adanya kejujuran,
dan kerjasama dengan pemerintah dengan cara melaporkan setiap adanya
pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas itu sendiri. Kemudian diperlukannya
tindakan yang tegas oleh pemerintah guna memberikan rasa takut terhadap

Perseroan Terbatas yang ingin berbuat atau ingin melakukan tindak pidana.

2. Dibutuhkaannya kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan dalam pemberian
sanksi administratif dan sanksi pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
apabila memang Beneficial Ownership dinyatakan terlibat dalam sebagai pelaku
Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu terkait Perpres Nomor 13 Tahun
2018 dirasa masih terdapatnya kemungkinan dalam ketidakpatuhan perseroan
terbatas sebab terdapatnya penerapan prinsip mengenali dan keterbukaan

Beneficial Owner yang diatur pada peraturan tersebut.
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